KASUS SIPADAN-LIGITAN

DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

I.
FAKTA-FAKTA

1. Pulau Sipadan terletak 15 mil (24km) dari pantai daratan Sabah (Malaysia), dan 40 mil (64 km) dari pantai timur pulau Sebatik (bagian utara milik Malaysia dan bagian selatan milik Indonesia). Sedangkan pulau Ligitan terletak 21 mil (34 km) dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil (93 km) dari pantai pulau Sebatik. Luas pulau Sipadan adalah 10,4 ha dan pulau ligitan adalah 7,9 ha.

2. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi persoalan bersama Indonesia dan Malaysia ketika berlangsung perundingan mengenai penetapan landas kontinen di laut Sulawesi, di mana kedua negara mengklaim kedua pulau tersebut, sehingga disinilah awal sengketa dimulai.

3. Kedua pihak sepakat untuk menyerahkan kasus ini ke dan menundukkan diri pada keputusan ICJ, pada perjanjian tanggal 2 November 1998

4. Titik lemah Indonesia adalah kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam UU No. 4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia, dan ini juga menjadi kelemahan Malaysia karena dalam petanya yang dikeluarkan tahun 1970, kedua pulau tersebut tidak tercantum.

5. Kedua negara sepakat untuk tidak melakukan kegiatan di kedua pulau tersebut, Indonesia menyatakan status quo tetapi Malaysia melakuakn kegiatan sejak tahun 1980-an.

II.
ARGUMEN PARA PIHAK

1. Argumentasi Indonesia, bahwa kepemilikan atas pulau Sipadan dan pulau Ligitan didasarkan atas transfer kedaulatan dari Belanda, setelah sebelumnya kedua pulau itu berada di bawah kedaulatan kesultanan bulungan.

2. Selain itu, Indonesia mengklaim kedua pulau tersebut berdasarkan “treaty title”Pasal IV konvensi tahun 1891 antara Belanda dan Inggris. Konvensi ini menetapkan batas wilayah Belanda dan Inggris terletak pada garis pararel 4° 10’ LU. Wilayah yang terletak disebelah selatan garis adalah wilayah Belanda, sedangkan di sebelah utara merupakan wilayah Inggris. Indonesia berpendapat bahwa konvensi 1891 dimaksudkan untuk membagi kepemilikan di sepanjang garis itu, yang menetapkan batas darat di wilayah Borneo utara dan sekaligus batas laut, di mana pulau Sipadan-Ligitan terletak di sebelah selatan garis itu, sehingga dengan demikian kedua pulau tersebut berada dalam wilayah Belanda, dan ini berarti menjadi bagian kedaulatan Indonesia. Kesepakatan tersebut di tegaskan pula melalui peta lampiran penjelasan (“memorie van toelichting”) untuk keperluan ratifikasi konvensi yang diterbitkan pemerintah Belanda.

3. Inggris mengetahui dan tidak protes terhadap peta Mvt, sikap ini membuktikan ada pengakuan dari Inggris terhadap kebenaran penafsiran Belanda atas ketentuan pasal IV Konvensi 1891. Praktik penerbitan peta oleh AS, Inggris, Belanda pada periode tersebut dan bahkan oleh Malaysia sendiri hingga sebelum tahun 1970 juga konsisten dengan penafsiran Indonesia bahwa garis tersebut berlanjut terus ke laut memotong pulau Sebatik.

4. Adanya perjalanan /patroli armada Lynx, 1921, ke Sipadan-Ligitan mencari informasi tentang bajak laut.

5. Indonesia memberikan izin pengeboran minyak kepada perusahaan asing dalam bentuk Production sharing agreement 6 Oktober 1966 antara PN Pertambangan Minyak Nasional (Permina) dan Japan Petroleum Exploratian Company Limited (Japex), mencakup pantai timur dari pulau Sebatik mengikuti garis pararel 4° 09’ 30’ LU. Sebaiknya Malaysia pada tahun 1968 memberikan izin pengeboran minyak kepada Sabah Teiseki Oil Company pada 4° 09’ 30’’ LU. Dengan adanya pemberian izin tersebut Indonesia dan Malaysia menghormati garis paralel 4° 10’ LU yang membagi allocation line.

6.  Malaysia memberikan argumen klaimnya bertumpu kepada Chain of title dan effectivites occupation. Chain of tittle (rantai kepemilikan ) dari Sultan Sulu-Spanyol-AS-Inggris-Malaysia dan alur Sultan Sulu-Den & Overback-BNBC-Malaysia. Menurut asas ini Malaysia mendasarkan klaim kepemilikan atas kedua pulau itu pada serangkaian transaksi pengelolaan yang dilakukan oleh “British North Borneo Company” (BNBC), sebuah perusahaan yang menjadi cikal bakal kehadiran Inggris di wilayah koloni Borneo Malaysia, dan diperoleh melalui transfer kedaulatan dari spanyol dan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa kedua pulau tersebut semula merupakan bagian dari wilayah kesultanan Sulu dan beralih menjadi miik Malaysia

7. Effectivities occupation Malaysia berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung/bird sanctuary sejak tahun 1932-an, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1910-1962, pengoperasian mercusuar sejak awal tahun 1960-an, dan melaksanakan kegiatan pariwisata selama hampir 15 tahun sejak 1980-an.

III.

KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ) tgl 17 Desember              
2002

Dengan perbandingan suara hakim ICJ: 16 suara mendukung Malaysia dan 1 suara mendukung Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia (Sovereignity over Pulau Sipadan and Ligitan belongs to Malaysia)

IV.
PERTIMBANGAN MAHKAMAH

1. Mahkamah menafsirkan bahwa Konversi 1891 (terutama pasal IV) tidak membagi allocation line yang menentukan kedaulatan atas kedua pulau tersebut untuk Indonesia

2. Malaysia mempunyai hak terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan prinsip effectivites, berupa Inggris melakukan control the collection of turtle eggs (pajak pengumpulan telur penyu) di Ligitan dan Sipadan mulai tahun 1914 yang mengacu kepada Turtle Preservation Ordinance (Ordinansi Pelestarian Penyu) tahun 1917-1950, the establishment of a bird sanctuary (perlindungan satwa Burung) di sipadan tahun 1933, dan constructed lighthouses (Pembangunan Mercusuar) awal tahun 1960.

3. Mahkamah menolak kedua argumen yang didasarkan pada chain of tittle, Malaysia dari Sultan Sulu dan Indonesia dari Sultan Bulungan.

4. Mahkamah menilai prinsip effectivities kedua negar sebelum tahun 1969, tahun di mana sebagai critical date sengketa kedua pulau tersebut. Effectivites control Indonesia bukan merupakan tindakan a titre de souverain yang menunjukkan adanya the intention and will to act in that capacity. Sedangkan effectivites Malaysia mencakup waktu yang cukup dan menunjukkan adanya an intention to exercise State functions in respect of the two island dan tidak adanya protes ketika aktivitas tersebut dilakukan.                    













